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BUPATI BARITO UTARA 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR 2 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA, 

a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 221/PMK.07 /2019 tentang 
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil 
Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
14 1/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah 
dan Surat Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 
100/224/II.1/PEM Hal Pembentukan Desk Pilkada dan 
Penganggaran Kegiatan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 
Se-Kalimantan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bah'llva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 
ten.tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 
2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tan.ah Laut, Daerah Tingkat II 



Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat IT di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2756); 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400) ; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten.tang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintab Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten.tang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
ten.tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten.tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2018 ten.tang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279) ; 
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Menetapkan 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

20 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 20 11 ten tang Perubahan kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 11 Noroor 310 ); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 ten tang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 201 0 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3 , 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1); 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 3 1 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 33) , diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas: 
1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan 

2 . Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung : 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 

Rp. 121.270.613.000,00 
Rp. 887.223.747.000,00 
Rp. 196.223.443.760,00 

Rp. 
Rp. 

Rp 
Rp 

Rp. 1.204.717.803.760,00 

498.2 11.495.038,00 
0,00 
0 ,00 

25.958. 900.000,00 
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5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung: 
l) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 

3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Rp. 
Rp. 
Rp 

6.018.000.000,00 
3.358.644 .695,00 

167.205.445.900,00 
2.000.000.000.00 

Rp. 702 .752.485.633,00 

88.012.554.099,00 
223.412.410.065,00 
252.703.122.828,00 

Rp. 564.128.086.992,00 

Rp. l.266.880.572.625,00 
(Rp. 62.162.768.865,00) 

Rp. 191.233.827.480,00 
Rp. 0.00 

Rp. 19 l.233 .827.480,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 129.07] .058.615,00 

2. Ketentuan pada Lampiran I, Lampiran 11 dan Lampiran III diubah, sehingga 
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran Ill 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlal<u pada tanggal diundangkan. 

,> Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
'- ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara 

Diundangkan di Muara Teweh 
pada tanggal 11 Maret 2020 

DAERAH, 

\1 

I 
' IDIN 
, ... _ 

' .. - -

,. 

Ditetapkan d i Muara Teweh · 
pada tanggal 11 Maret 2020 

i 
. I 
\ 

BlJPAJ'l BARITO UTARA, 

I 
I 

~AD:A.LSYAH 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR z_ 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

SUG~UYO 
NIP. 19670413 199403 1 012 
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